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MOTTO 

                   

        

 

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa 

suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 

musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 

kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Al-Hujuraat: 6).
1
 

 

 

 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahan (Surabaya: Gema Risalah Pers, 1989), 516. 
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ABSTRAK 

Muhammad Mahfudz, Agung Parmono, SE.,M.Si, 2018: Perwujudan Prinsip 

kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha. 

 

Bank Perkreditan Rakyat sebagai perantara keuangan (financial 

intermediary institution) tidak hanya mempunyai tugas menghimpun dana 

(funding) dari masyarakat,  akan tetapi juga harus menyalurkan  dana (lending) 

dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan penyaluran dana dalam bentuk kredit. 

Sebelum suatu fasilitas kredit disalurkan maka bank harus yakin bahwa kredit 

yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut dapat diperoleh 

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan prudential 

banking principles yang implementasinya prinsip 5C, antara lain meliputi ; 

(character) watak (capacity) kemampuan, (capital) modal, (collateral) jaminan, 

dan (condition of economic)kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif 

kepada calon debitur. Setelah kredit disetujui dituangkan dalam perjanjian kredit. 

masalah yang sering timbul dalam perjanjian kredit adalah dimana debitur lalai 

tidak melakukan kewajibanya sesuai yang telah diperjanjikan, terlambat dalam hal 

membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainya sesuai dengan jangka waktu 

yang telah disepakati. penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan 

meminjam. 

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian dalam skripsi ini 

adalah: 1) Bagaimana aplikasi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada 

BPR Ambulu Dhanaartha? 2) Bagaimana kebijakan BPR Ambulu Dhanaartha 

terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit?. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

aplikasi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada BPR Ambulu 

Dhanaartha. 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan BPR Ambulu 

Dhanaartha terhadap debitur wansprestasi dalam perjanjian kredit.. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, sedangkan subyek 

penelitiannya menggunakan purposive, teknik pengumpulan datanya 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

melalui tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Sedangkan keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber. 

Dari analisis data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Sebagai 

salah satu wujud dari prinsip 5c, collateral diaplikasikan dalam perjanjian kredit 

dalam pasal agunan dan pengikatan agunan (perjanjian accesoir) untuk benda 

bergerak diikat secara fidusia dan benda tidak bergerak secara hak tanggungan 

(APHT atau SKMHT). 2) Kebijakan BPR Ambulu Dhanaartha terhadap debitur 

wanprestasi yaitu melakukan upaya-upaya sebagai berikut ; penagihan, pemberian 

surat peringatan sampai tiga kali, pemberian somasi, penyelesaian musyawarah, 

penyelesaian dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. 

 

Kata Kunci ; Prinsip Kehati-Hatian, Kredit, Perjanjian Kredit. 
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ABSTRACT 
 

Muhammad Mahfudz, Agung Parmono, SE.,M.Si, 2018: The Embodiment Of 

Prudential Principle In Credit Agreement At BPR Ambulu Dhanaartha. 

 

Bank Perkreditan Rakyat as financial intermediary institution not only 

have the task to collect funds in the form of funds (funding) from the community, 

but also must channel the funds (lending) by carrying out the activities of 

channeling of funds in the form of credit. Before a credit facility is disbursed, the 

bank must be sure that the credit given will actually return. Such beliefs can be 

obtained by applying prudential principles known as prudential banking principles 

with the implementation of 5C principles, including among others; Character, 

Capacity, Capital , Collateral and Condition of economic (condition or situation 

that gives positive impact to prospective borrower). After the credit is approved 

poured in the credit agreement. the problem that often arises in the credit 

agreement is where the default debtor does not perform its obligations as agreed, 

late in terms of paying principal and interest, as well as other expenses in 

accordance with the agreed timeframe. the use of credit that does not fit the 

purpose of borrowing. 

Based on the above background, the focus of research in this thesis is: 1) 

How the application of prudential principles in credit agreements on BPR Ambulu 

Dhanaartha ?  2) What is the policy of BPR Ambulu Dhanaartha against the 

default debtor in the credit agreement ? 

The purpose of this research are: 1) To know and describe the application 

of prudential principle in credit agreement at BPR Ambulu Dhanaartha. 2) To 

know and describe the policy of BPR Ambulu Dhanaartha against the debtor 

wansprestasi in credit agreement. 

The method used in this research is using qualitative approach and 

descriptive research type, while the research subjects use purposive, data 

collection technique using observation, interview, and documentation. Data 

analysis techniques through three ways: data reduction, data presentation and 

conclusion drawing. While the validity of the data using source triangulation. 

From the analysis of the data, it can be concluded that: 1) As a form of 

principle 5c, collateral is applied in the credit agreement in the collateral article 

and the binding of collateral (accesoir agreement) to movable objects tied up by 

fiduciary and immovable objects by default (APHT or SKMHT). 2) The policy of 

BPR Ambulu Dhanaartha against debtor wanprestasi is making the following 

efforts; billing, giving warning letter up to three times, giving a summons, 

completion of deliberation, settlement by filing a lawsuit to court. 

 

Keywords; Prudential Principle, Credit, Credit Agreement 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara yang berkembang dituntut untuk melakukan 

pembangunan di segala bidang. Pembangunan dilaksanakan secara 

berkelanjutan yang meliputi seluruh bidang kehidupan dalam rangka 

mencapai tujuan nasional yang sesuai pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. Pada suatu negara sangatlah diperlukan suatu sistem keuangan yang 

sehat. Sistem keuangan merupakan suatu kesatuan sistem yang dibentuk dari 

semua lembaga keuangan yang ada dan yang berkegiatan dibidang keuangan. 

Adanya sistem keuangan yang sehat dan efektif, dapat meningkatkan 

pembangunan di suatu negara.2 

Berdasarkan pasal 1 angka 2 undang-undang perbankan, bank 

didefinisikan sebagai berikut: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainya dalam rangka 

meninggkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sejalan dengan pengertian 

tersebut dapat disimpulkan, bahwa bank dalam menjalankan usahanya tidak 

semata-mata memutar uang untuk mencari keuntungan perusahaan. Salah satu 

tanggung jawab bank dalam rangka mewujudkan cita-cita negara Indonesia, 

                                                
2  Etty Mulyati,Kredit Perbankan(Bandung : PT Refika Aditama 2016), 61 

1 
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yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, 

dalam kegiatan bank tidak boleh terlepas dari kegiatan pembangunan.3 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka 

kelembagaan bank di Indonesia ditata dalam struktur yang lebih sederhana, 

menjadi dua jenis Bank saja, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pasal 1 ayat 4 menjelaskan 

bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.4 Kegiatan 

BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya saja yang 

menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih 

sempit.5 

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari 

masyarakat luas yang dikenal dalam dunia perbankan dengan istilah funding. 

Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau 

mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari 

masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang strategi agar 

masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. setelah 

memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, oleh perbankan 

                                                
3 Ibid, 63 
4 Undang-Undang RI No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan. 
5 Kasmir,Dasar-Dasar Perbankan,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2014), 40 
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dananya diputar atau dijual kembali pada masyarakat dalam bentuk pinjaman 

atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit (lending).6 

Sebagaimana pasal 8 Undang-undang perbankan menyebutkan, bahwa 

sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama, 

mengingat sumber dana kredit yang disalurkan berasal dari masyarakat 

sehingga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat 

dan mendalam agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada 

waktunya sesuai perjanjian kredit meliputi pokok dan bunga. Sebelum suatu 

fasilitas kredit disalurkan maka bank harus yakin bahwa kredit yang diberikan 

akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut dapat diperoleh dengan 

menggunakan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan Prudential Banking 

Principles yang implementasinya prinsip 5C, antara lain meliputi ; 

(Character) watak atau kepribadian debitur merupakan suatu unsur penting 

dalam pemberian kredit, (Capacity) kemampuan calon debitur dalam 

mengelola usahanya, (Capital) jumlah dan struktur modal debitur harus dapat 

diteliti dan tingkat rasio dan solvabilitasnya,(Collateral) harta benda milik 

debitur yang dijadikan atas piutangya,dan (Condition of economic)kondisi 

atau situasi yang memberikan dampak positif kepada calon debitur.7 

Sebagai lembaga intermediasi BPR Ambulu Dhanaartha selain 

mempunyai tugas menghimpun dana dari masyarakat  juga menyalurkan dana 

dalam bentuk kredit. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat membuat peran 

BPR Ambulu Dhanaartha sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam 

                                                
6 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainya ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2012), 25 
7 Etty Mulyati,Kredit Perbankan,83 
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penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk konsumsi 

maupun produksi. Karena BPR Ambulu Dhanaartha telah berdiri cukup lama 

sejak tahun 1989 sehingga nasabah pemohon kredit banyak yang datang 

sendiri ke kantor (BPR Ambulu Dhanaartha). Sejak tahun 2015 hingga saat 

ini nasabah pemohon kredit mencapai 60% yang datang sendiri ke BPR 

Ambulu Dhanaartha dan 40% yang mencari di lapangan. Nasabah Kredit 

BPR Ambulu Dhanaartha kantor pusat Februari 2018 berjumlah 1280 

nasabah.8 Tingginya tingkat permohonan kredit membuat BPR Ambulu 

Dhanaartha lebih berhati-hati dalam pemberian kredit karena semakin 

tingginya kredit yang disalurkan semakin tinggi pula kemungkinan timbulnya 

risiko kredit bermasalah.  

Sebagaimana diketahui, pemberian kredit dari bank merupakan bentuk 

kepercayaan bank selaku kreditur terhadap nasabah/debitur. Meski begitu, 

kepercayaan tersebut perlu dibina agar dalam pelaksanaannya berjalan 

dengan tertib. Terkait dengan hal itu, maka disusunlah suatu perjanjian kredit 

atau adakalanya disebut juga akad kredit.9 Masalah yang sering timbul dalam 

perjanjian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha adalah dimana debitur lalai 

tidak melakukan kewajibanya sesuai yang telah diperjanjikan. Terlambat 

dalam hal membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainya sesuai 

dengan jangka waktu yang telah disepakati. Penggunaan kredit yang tidak 

sesuai dengan tujuan meminjam.10 

                                                
8 Arie Rahmad Sugiarto,Wawancara, Jember 26 Maret 2018 
9 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kredit Secara Sehat,( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 
   2015), 184 
10 Endang Siswati, Wawancara, Jember 20 Maret 2018 
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Dari kondisi yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih jelas mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian 

kredit yang diterapkan perbankan yakni BPR Ambulu Dhanaartha khususnya 

dalam perjanjian kredit, maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan 

judul “ Perwujudan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit 

Pada BPR Ambulu Dhanaartha”  

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana aplikasi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada 

BPR Ambulu Dhanaartha? 

2. Bagaimana kebijakan BPR Ambulu Dhanaartha terhadap debitur 

wansprestasi dalam perjanjian kredit? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan aplikasi prinsip kehati-hatian 

dalam perjanjian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan BPR Ambulu 

Dhanaartha terhadap debitur wansprestasi dalam perjanjian kredit. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diberikan penulis antara lain 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan pengetahuan tentang prinsip kehati-hatian, khususnya 

dalam perjanjian kredit 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Perbankan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan wacana pemikiran kepada praktisi pihak perbankan, serta 

diharapkan dapat menjadi bahan masukan perusahan terkait dengan 

prinsip kehati-hatian bank. 

b. Bagi Akademik/IAIN Jember 

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi 

tambahan kajian tentang perwujudan prinsip kehati-hatian bank, 

dan mendorong untuk dilakukan penelitian yang lebih lanjut 

mengenai prinsip kehati-hatian . 

E. Definisi istilah. 

1. Prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) adalah suatu asas atau 

prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan 

kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka 

melindungi dana masyarakat.11 

2. Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara bank dan debitur untuk 

memberikan pinjaman sejumlah dana kepada debitur.12 Perjanjian yang 

dibuat antara kreditur dan debitur, dimana kreditur berkewajiban untuk 

memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban 

                                                
11  Etty Mulyati,Kredit Perbankan,80 
12  Ibid,102 
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untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainya sesuai dengan 

jangka waktu yang telah disepakati.13 

F. Sitematika Pembahasan 

Sitematika berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang 

dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Adapun sistematika 

pembahasan dalam penyusunan skripsi sebagai berikut: 

Bab I pendahuluan, pada bab ini dipaparkan adanya latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II membahas tentang kajian kepustakaan, yang terdiri dari 

penelitian terdahulu dan kajian teori. 

Bab III membahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari 

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. 

Bab IV membahas tentang penyajian data dan analisis, yang terdiri 

dari; gambaran objek penelitian, penyajian data analisis, dan pembahasan 

temuan. 

Bab V adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan, dan saran. 

                                                
13 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata ( Jakarta : PT.RajaGrafindo 

Persada 2006) 82 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Peranan Prinsip 6C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition 

Of economy dan Constraint) Sebagai Pencegah Pembiayaan 

Bermasalah Di BPR Syariah Situbondo. 

Penelitian yang ditulis oleh Lhasifatul Ulfa Mahasiswi IAIN 

Jember dengan tujuan untuk mengetahui implementasi penilaian dengan 

prinsip 6C dalam pemberian pembiayaan di BPR Syariah situbondo dan 

untuk mengetahui bagaimana prinsip 6C  dalam mencegah pembiayaan 

bermasalah dengan menggunakan prinsip 6C di PT BPR Syariah 

Situbondo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberian 

pembiayaan PT BPR Syariah Situbondo lebih menekan pada prinsip 

Character kemudian Collateral dan Capacity sedangkan Prinsip Capital, 

Condition Of economic dan Constraint digunakan sebagai aspek 

pendukung untuk menguatkan data calon nasabah. Penilaian prinsip 6C 

dalam pemberian pembiayaan dilakukan oleh petugas Marketing, 

Appraisal, Admin pembiayaan dan Petugas Legal. Kemudian bagian ini 

merupakan dasar bagi Direktur PT BPR Syariah Situbondo dalam 

mengambil keputusan bahwa permohonan pembiayaan tersebut diterima 

atau ditolak.14 

                                                
14 Lashifatul Ulfa, “Peranan Prinsip 6C Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition Of 

Economy Dan Constraint Sebagai Pencegah Pembiayaan Bermasalah Di BPR Syariah 
Situbondo” (IAIN Jember: Jember 2017) 

8 
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2. Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Rangka Pemberian kredit 

Pada Bank BPD DIY Cabang Senopati. 

Penelitian yang ditulis oleh Wahyu Novianto Eka Purnama 

mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses 

pemberian kredit pada Bank BPD DIY Cabang Senopati telah sesuai 

dengan Undang-Undang no 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan. Penelitian 

yang dilakukan termasuk penelitian lapangan. Data data yang diperoleh 

dengan melakukan penelitian langsung di Bank BPD DIY Cabang 

Senopati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip kehati-

hatian dalam pemberian kredit pada Bank BPD DIY Cabang Senopati 

telah sesuai dengan undang-undang no 7 tahun 1992 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan. 

Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut berupa penerapan prinsip 5C 

secara menyeluruh dalam pemberian kredit yang berupa penilaian yang 

seksama terhadap watak (Character), kemampuan (Capacity), modal 

(Capital), agunan (Collateral), prospek usaha debitur (Condition of 

economic). Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut telah dilakukan Bank 

BPD DIY Cabang Senopati mulai dari pengajuan berkas-berkas yang 

diperlukan, pemeriksaan usaha dari calon penerima kredit, keabsahan dari 
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dokumen maupun barang jaminan, serta pelaksanaan survey mendatangi 

lokasi usaha calon penerima kredit.15 

3. Analisis Pelaksanaan Perjanjian Dengan Prinsip Mudharabah Pada 

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan. 

Penelitian yang ditulis oleh Fachruddin Mahasiswa Universitas 

Sumatra Utara Medan dengan tujuan penelitian untuk mengetahui 

pelaksanaan perjanjian pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah 

Mandiri Cabang Medan, untuk mengetahui upaya pihak bank dalam 

menyelesaikan pembiayaan mudharabah yang bermasalah dan untuk 

mengetahui sanksi apa yang diberlakukan Shahibul maal apabila 

Mudharib melanggar perjanjian dalam akad mudharabah. Penelitian yang 

dilakukan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Al-

Mudharabah) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan berdasarkan 

kitab suci Al-Qur’an, Al-Hadist, Dewan Fatwa Syari’ah Nasional MUI, 

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah dan 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Peraturan Bank 

Indonesia. Penyelesaian atas pembiayaan mudharabah bermasalah 

dilakukan melalui langkah penyelamatan dengan melakukan resheduling, 

reconditioning dan restructing. Langkah penyelesaian, perselisihan antara 

nasabah/ mudharib dengan Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan 

mudharabah lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah, 
                                                
15 Wahyu Novianto Eka Purnama, “Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Rangka Pemberian 

Kredit Pada Bank BPD DIY Cabang Senopati”, 2015 (http://digilib.uin-suka.ac.id/17004 
diakses 18-09-2017) 
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apabila pembiayaan sulit bahkan sudah tidak ada harapan kembali kepada 

bank, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan 

perdata ke lembaga Peradilan Agama atau melalui Badan Arbitrase 

Syariah Nasional (BASYARNAS), sesuai dengan pilihan penyelesaian 

sengketa yang disepakati para pihak, sebagaimana yang disebut dalam 

akad pembiayaan mudharabah. Penerapan sanksi pada akad mudharabah di 

Bank Syariah Mandiri Cabang Medan tidak mengatur dengan tegas 

tentang sanksi yang akan diberlakukan terhadap nasabah/ Mudharib yang 

melanggar akad pembiayaan mudharabah, maka Bank Syariah Mandiri 

tidak mungkin memberikan sanksi terhadap nasabah/ Mudharib yang 

melanggar akad pembiayaan mudharabah.16 

4. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit 

Dengan Jaminan Hak Tanggungan 

Penelitian yang ditulis oleh Martha Noviaditya Mahasiswa 

Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan tujuan untuk mengetahui 

bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam 

perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan ketika debitur 

wanprestasi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang 

Berkaitan dengan Tanah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis 

penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan 
                                                
16 Fachruddin, “Analisis Pelaksanaan Perjanjian Dengan Prinsip Mudharabah Pada PT. Bank 

Syariah Mandiri Cabang Medan”, 2008 (http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/4971 
diakses 18-09-2017) 
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hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan 

kepada kreditur menurut Undang-Undang ini terdapat pada bentuk 

perjanjian kredit itu sendiri berupa akta perjanjian kredit dibawah tangan 

dan akta perjanjian kredit autentik. Bahwa yang lebih menjamin hak 

kreditur dalam memperoleh kembali piutangnya ketika debitur wanprestasi 

adalah pada perjanjian kredit dengan akta autentik. Akta autentik ini 

memiliki kelebihan yaitu dapat dimintakan Grosse Akta Pengakuan 

Hutang yang memiliki kekuatan eksekutorial dan menjadi dasar untuk 

pelaksanaan eksekusi apabila debitur cidera janji. Akan tetapi, berdasarkan 

Penjelasan Umum Angka 9 dan Penjelasan Pasal 14 ayat (2) Undang-

Undang Hak Tanggungan, telah diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah 

sebagai pengganti Grosse Akta Pengakuan Hutang yang memiliki fungsi 

yang sama. Sedangkan akta dibawah tangan memiliki kelemahan 

Kemungkinan debitur tidak mengakui atau menyangkali tanda tangannya 

sehingga apabila diperkarakan di muka pengadilan akan menyulitkan atau 

melemahkan posisi bank sebagai pihak yang dirugikan.17 

5. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada PT Bank 

NISP Tbk. Cabang Yogyakarta 

Penelitian yang ditulis oleh Wahyudi Triaji, Mahasiswa Universitas 

Diponegoro dengan tujuan untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian Kredit 

                                                
17 Martha Noviaditya, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan 

Jaminan Hak Tanggungan”,2010 (http://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/14963/perlindungan-
hukum-bagi-kreditur-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-hak-tanggungan diakses 18-09-
2017.) 
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Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank NISP, Tbk. Cabang Yogyakarta, 

Untuk menganalisa penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh 

PT. Bank NISP Tbk. Cabang Yogyakarta. Metode pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris 

digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang 

kewajiban debitur dan penyelesaian kredit bermasalah dalam pelaksanaan 

perjanjian kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 

perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank NISP Tbk. 

Cabang Yogyakarta dilaksanakan oleh kedua belah pihak (bank dan 

debitur) berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang telah dituangkan 

dalam sebuah perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Berdasarkan 

ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut maka masing-masing pihak 

akan memperoleh hak dan kewajiban. Salah satu penyebab terjadinya 

kredit bermasalah adalah debitur tidak melaksanakan kewajibannya 

dengan baik misalnya tidak membayar angsuran sesuai dengan waktu yang 

telah diatur dalam perjanjian kredit. Penyelamatan kredit melalui upaya 

penjadwalan kembali (Rescheduling) kredit sebelum dilakukan upaya-

upaya hukum oleh pihak bank.18 

 

 

 

 

                                                
18 Wahyudi Triaji, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada PT Bank NISP Tbk. 

Cabang Yogyakarta”, 2008 (http://eprints.undip.ac.id/17636 diakses 18-09-2017 ) 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama dan 
Judul 

Persamaan Perbedaan Hasil 

 

1 

Lashifatul 
Ulfa. 2017. 
Institut Agama 
Islam Negeri 
Jember 
Peranan 
Prinsip 6C 
(Character, 
Capital, 
Capacity, 
Collateral, 
Condition Of 
economy dan 
Constraint) 
Sebagai 
Pencegah 
Pembiayaan 
Bermasalah Di 
BPR Syariah 
Situbondo. 
 

Sama-sama 
meneliti 
tentang 
penerapan 
prinsip-prinsip 
pemberian 
kredit/ 
pembiayaan 

Pada penelitian 
terdahulu 
peneliti 
menggunakan 
prinsip 6C 
(Character, 
Capital, 
Capacity, 
Collateral, 
Condition Of 
economy dan 
Constraint) 
sedangkan pada 
penelitian yang 
dilakukan 
penulis 
menggunakan 
prinsip 
5C,Character, 
Capital, 
Capacity, 
Collateral,dan 
Condition Of 
economy 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa dalam 
pemberian 
pembiayaan PT 
BPR Syariah 
Situbondo lebih 
menekan pada 
prinsip Character 
kemudian 
Collateral dan 
Capacity 
sedangkan Prinsip 
Capital, Condition 
Of economic dan 
Constraint 
digunakan sebagai 
aspek pendukung 
untuk menguatkan 
data calon nasabah. 
Penilaian prinsip 
6C dalam 
pemberian 
pembiayaan 
dilakukan oleh 
petugas Marketing, 
Appraisal, Admin 
pembiayaan dan 
Petugas Legal. 
Kemudian bagian 
ini merupakan 
dasar bagi Direktur 
PT BPR Syariah 
Situbondo dalam 
mengambil 
keputusan bahwa 
permohonan 
pembiayaan 
tersebut diterima 
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atau ditolak 

 

2 

Wahyu 
Novianto Eka 
Purnama,2015, 
UIN Sunan 
Kalijaga 
Yogyakarta, 
Pelaksanaan 
Prinsip 
Kehati-Hatian 
Dalam Rangka 
Pemberian 
Kredit Pada 
Bank BPD 
DIY Cabang 
Senopati. 

Sama-sama 
meneliti 
tentang prinsip 
kehati-hatian 
Bank dengan 
studi kasus. 

Pada penelitian 
terdahulu 
membatasi 
masalah 
penerapan 
prinsip kehati-
hatian dalam 
pemberian 
kredit dengan 
analisis 5C yaitu 
penilaian 
terhadap 
Character, 
Capacity, 
Capacity, 
Capital, 
Collateral, 
Condition Of 
Economic. 
sedangkan  pada 
penelitian ini 
adalah aplikasi 
prinsip kehati-
hatian dalam 
pemberian 
kredit yang 
diaplikasikan 
dalam perjanjian 
kredit dan 
kebijakan bank 
terhadap debitur 
dalam perjanjian 
kredit 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa pelaksanaan 
prinsip kehati-
hatian dalam 
pemberian kredit 
pada Bank BPD 
DIY cabang 
senopati telah 
sesuai dengan 
undang-undang no 
7 tahun 1992 
sebagaimana telah 
diubah dengan 
Undang-undang no 
10 tahun 1998 
tentang perbankan. 
Penerapan prinsip 
kehati-hatian 
tersebut berupa 
penerapan prinsip 
5C secara 
menyeluruh dalam 
pemberian kredit 
yang berupa 
penilaian yang 
seksama terhadap 
watak (Character), 
kemampuan 
(Capacity), modal 
(Capital), agunan 
(collateral), 
prospek usaha 
debitur (Condition 
of economic). 

 

3 

Fachruddin, 
2008, 
Universitas 
Sumatra Utara 
Medan, 
Analisis 
Pelaksanaan 
Perjanjian 
Dengan 

Sama-sama 
membahas 
tentang 
perjanjian 
dengan studi 
kasus  

Pada penelitian 
terdahulu 
membatasi 
masalah pada 
perjanjian 
mudharabah, 
sedangkan pada 
penelitian ini 
adalah pada 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa Pelaksanaan 
perjanjian 
pembiayaan 
dengan prinsip bagi 
hasil (Al-
Mudharabah) pada 
Bank Syariah 
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Prinsip 
Mudharabah 
Pada PT. Bank 
Syariah 
Mandiri 
Cabang 
Medan 

perjanjian kredit Mandiri Cabang 
Medan berdasarkan 
kitab suci Al-
Qur’an, Al-Hadist, 
Dewan Fatwa 
Syari’ah Nasional 
MUI, Undang-
Undang No.21 
Tahun 2008 
tentang Perbankan 
Syari’ah dan 
Undang-Undang 
No. 10 Tahun 1998 
Tentang 
Perbankan, 
Peraturan Bank 
Indonesia. 

 

4 

Martha 
Noviaditya, 
2010, 
Universitas 
Sebelas Maret 
Surakarta, 
Perlindungan 
Hukum Bagi 
Kreditur 
Dalam 
Perjanjian 
Kredit Dengan 
Jaminan Hak 
Tanggungan. 

Sama-sama 
membahas 
perjanjian 

kredit 

Pada penelitian 
terdahulu 
membatasi 
masalah pada 
perlindungan 
hukum bagi 
kreditur dalam 
perjanjian 
kredit, 
sedangkan pada 
penilitian ini 
adalah aplikasi 
prinsip kehati-
hatian dalam 
pemberian 
kredit yang 
diaplikasikan 
dalam perjanjian 
kredit dan 
kebijakan Bank 
terhadap debitur 
dalam perjanjian 
kredit 

Hasil penelitian  
menunjukkan 
bahwa 
perlindungan 
hukum yang 
diberikan kepada 
kreditur menurut 
Undang-Undang 
ini terdapat pada 
bentuk perjanjian 
kredit itu sendiri 
berupa akta 
perjanjian kredit 
dibawah tangan 
dan akta perjanjian 
kredit autentik. 
Bahwa yang lebih 
menjamin hak 
kreditur dalam 
memperoleh 
kembali piutangnya 
ketika debitur 
wanprestasi adalah 
pada perjanjian 
kredit dengan akta 
autentik. 
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5 

Wahyudi 
Triaji, 2008, 
Universitas 
Diponegoro 
Semarang, 
Pelaksanaan 
Perjanjian 
Kredit 
Pemilikan 
Rumah Pada 
PT Bank NISP 
Tbk. Cabang 
Yogyakarta 

Sama-sama 
membahas 
perjanjian 
kredit dengan 
studi kasus 

Pada penelitian 
terdahulu 
membatasi 
masalah pada 
pelaksanaan 
perjanjian kredit 
pemilikan 
rumah, 
sedangkan 
penelitian ini 
adalah aplikasi 
prinsip kehati-
hatian dalam 
pemberian 
kredit yang 
diaplikasikan 
dalam perjanjian 
kredit dan 
kebijakan bank 
terhadap debitur 
dalam perjanjian 
kredit 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa pelaksanaan 
perjanjian Kredit 
Pemilikan Rumah 
(KPR) pada PT. 
Bank NISP Tbk. 
Cabang 
Yogyakarta 
dilaksanakan oleh 
kedua belah pihak 
(Bank dan debitur) 
berdasarkan 
kesepakatan-
kesepakatan yang 
telah dituangkan 
dalam sebuah 
perjanjian Kredit 
Pemilikan Rumah 
(KPR). 

Penyelamatan 
kredit melalui 
upaya penjadwalan 
kembali 
(Rescheduling) 
kredit sebelum 
dilakukan upaya-
upaya hukum oleh 
pihak Bank. 

 

 

 Sumber : Tabel diolah oleh penulis.  

B. Kajian Teori 

1. Kredit 

a. Pengertian Kredit 

Dalam bahasa latin kredit berasal dari kata ”credere” artinya 

percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak 
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yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan 

terbayar. Di lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari 

pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam 

berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. 

Dalam undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, Kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga.19  

b. Unsur-Unsur Kredit 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu 

fasilitas kredit adalah sebagai berikut: 

1) Kepercayaan 

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit (bank) bahwa kredit 

yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-

benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan 

datang. 

2) Kesepakatan 

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana 

masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibanya 

masing-masing. 

                                                
19  Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta:Kencana 2010), 94 
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3) Jangka Waktu 

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu 

tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit 

yang telah disepakati. 

4) Risiko 

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko 

kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau 

membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang 

diakibatkan karena nasabah tidak sengaja. 

5) Balas Jasa 

Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta 

biaya administrasi kredit yang merupakan keuntungan bank.20 

c. Prosedur Pemberian Kredit 

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap 

yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan 

pemberian kredit. Prosedur pemberian dan penilaian di dunia 

perbankan secara umum antar bank satu dengan yang lain tidak jauh 

berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari 

bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang 

ditetapkannya dengan perhitungan masing-masing bank. Tujuannya 

                                                
20 Kasmir, Manajemen Perbankan,(Jakarta: PT RajaGrafindo persada 2012), 84 



20 

 

adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan untuk 

permohonan kredit.21  

Proses kredit secara umum adalah sebagai berikut: 

1) Permohonan Kredit. 

Pemberian kredit oleh bank harus didasarkan pada 

permohonan tertulis dari calon debitur atau berdasarkan penawaran 

dari Bank yang disepakati calon debitur. 

2) Pengumpulan Informasi Dan Dokumen. 

Langkah awal dalam rangka penyusunan analisis kredit 

adalah mengumpulkan data dari calon debitur. Data yang 

diperlukan disesuaikan dengan jenis, nilai kredit, dan identitas 

calon debitur yang diberikan, antara lain: 

a) Permohonan Kredit. 

b) Dokumen Perizinan. 

c) Dokumen Identitas Nasabah. 

d) Laporan Keuangan. 

e) Laporan Kredit Nasabah(credit history). 

f) Copy Dokumen Jaminan. 

3) Verifikasi Data. 

Keputusan kredit sangat dipengaruhi oleh keakuratan data 

dan informasi. Untuk itu, verifikasi diperlukan untuk memastikan 

                                                
21 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, 43. 
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keabsahan data dengan kesesuaian dengan fakta, di antaranya 

dengan metode sebagai berikut: 

a) On The Spot Cheking (OTS) 

OTS adalah kunjungan langsung ketempat usaha atau 

domisili calon debitur untuk mengecek kebenaran data dengan 

melihat secara fisik tempat usaha atau domisili dan agunan 

yang diserahkan, serta menggali aktifitas usaha debitur 

b) Bank Checking 

Bank cheking dimaksudkan untuk mengecek informasi 

kredit yang pernah diperoleh debitur sebelumnya beserta 

kolektibilitasnya. Metode ini dapat dilakukan melalaui sistem 

internal bank dan Sistem Informasi Individual (IDI) kepada 

Bank Indonesia. 

c) Trade Checking atau Personal Checking 

Trade checking dimaksudkan untuk mengetahui atau 

menilai debitur dalam menjalankan bisnisnya, hubungan 

dagang yang telah dilakukan oleh calon debitur, dan bagaimana 

manajemen perusahaan atau debitur untuk melakukan kegiatan 

bisnisnya.22 

4) Analisa Kredit 

Analisis disusun agar pengambil keputusan dapat 

memutuskan dengan tepat apakah permohonan pembiayaan 

                                                
22 Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2013),127. 
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disetujui atau ditolak. Adapun metode analisis kredit meliputi 

sebagai berikut: 

a) Analisis Kualitatif 

a. Aspek Legalitas. 

b. Aspek Karakter dan Manajemen. 

c. Aspek Teknis Produksi. 

d. Aspek Pemasaran. 

e. Aspek Lingkungan Sosial.23 

b) Analisis Kuantatif 

Analisis ini ditekankan pada pembahasan aspek 

keuangan (calon) debitur. Laporan keuangan pada dasarnya 

adalah potret dari sebuah perusahaan. Hasil analisis aspek 

keuangan (calon) debitur pada dasarnya akan memberikan 

gambaran secara menyeluruh apakah perusahaan tersebut telah 

dimanage dengan baik atau tidak dan memiliki performance 

yang baik atau tidak.24 

5) Keputusan Kredit 

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan kredit 

akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan 

administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup; 

jumlah uang yang akan diterima, jangka waktu kredit, dan biaya-

biaya yang harus dibayar 
                                                
23 Ikatan Bankir Indonesia, Mengenal Operasional Perbankan 1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2013),104. 
24 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kredit Secara Sehat, 73. 
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6) Penandatanganan Akad Kredit/ Perjanjian Lainnya 

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskanya 

kredit, maka sebelum kredit diputuskan maka terlebih dulu calon 

nasabah menandatangani akad kredit. 

7) Realisasi Kredit 

Realisasi diberikan setelah penanda tanganan surat-surat 

yang diperlukan dengan membuka rekening tabungan di bank yang 

bersangkutan.25 

2. Prinsip Kehati-Hatian 

a. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian 

Istilah prinsip dalam bahasa Inggris disebut Principle diartikan 

sebagai dasar, sehingga menggunakan asas dalam asas hukum berarti 

fondasi atau landasan dari suatu aturan hukum. Suatu prinsip adalah 

suatu pernyataan atau suatu kebenaran yang pokok, yang memberikan 

suatu petunjuk kepada pemikiran atau tindakan. Sedangkan kata 

prudent sebagai kata sifat diartikan sebagai bijaksana atau hati-hati.26 

Prinsip kehati-hatian (Prudent Banking Principle) adalah suatu 

asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan 

fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (Prudent) 

dalam rangka melindungi dana masyarakat. Penerapan prinsip kehati-

hatian (Prudential Banking Principles) dalam seluruh kegiatan 

perbankan merupakan suatu cara untuk menciptakan perbankan yang 
                                                
25 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainya,103 
26 Oto Octaviano Dendhana, Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Perlindungan 

Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana, Lex  et Societatis,Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013,41 
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sehat, yang pada giliranya akan berdampak positif terhadap 

perekonomian secara makro.  

Dalam hal ini, bank harus memperhatikan berbagai aspek 

ekonomi secara cermat dan akurat. Dalam membuat kebijaksanaan 

dan menjalankan kegiatan usahanya, bank harus selalu  mematuhi 

perundang undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari 

oleh iktikad baik. Dengan kata lain, bank dan orang-orang yang 

terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijakan dan 

menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan 

wewenangnya secara teliti dan profesional sehingga memperoleh 

kepercayaan dari masyarakat.27 

b. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit 

Kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya 

dalam pemberian kredit tercantum dalam pasal 8 undang-undang 

perbankan, yaitu: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan 

berasaskan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan 

berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad dan kemampuan 

serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau 

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 

diperjanjikan”.28 

Dasar pemberian kredit yang sehat, dalam praktiknya setiap 

pemberian kredit bank wajib melakukan penilaian dari berbagai aspek, 

                                                
27 Etty Mulyati,Kredit Perbankan, 65 
28 Ibid , 81 
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dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan 

prudential banking principles yang implementasinya dengan The Five 

C’s of Credit analysis (prinsip 5C).29 Adapun penjelasan untuk 

analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut:  

1) Character, suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-

orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, 

hal ini tercemin dari latar belakang pekerjaan maupun yang 

bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang 

dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini 

semua merupakan ukuran kemauan membayar. 

2) Capacity, untuk melihat nasabah dalam kemampuanya dalam 

bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, 

kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam 

memahami ketentuan-ketentuan pemerintah. 

3) Capital, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, 

dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan 

melakukan pengukuran seperti segi likuiditas, solvabilitas, 

rentabilitas dan ukuran lainya. 

4) Collateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah 

baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya 

melebihi jumlah kredit yang diberikan. 

                                                
29 Etty Mulyati, Kredit Perbankan, 83 
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5) Condition, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi 

ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang 

sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor 

yang ia jalankan.30 

3. Perjanjian Kredit 

a. Pengertian Perjanjian Kredit 

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak 

saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut 

subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika sesorang atau lebih berjanji 

melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu 

hal.31 Perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang. 

Oleh karna itu, perjanjian memiliki peranan yang sangat penting dalam 

perikatan. 

Adapun perjanjian kredit merupakan perjanjian antara Bank 

dan debitur untuk memberikan pinjaman sejumlah dana kepada 

debitur.32 Perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, dimana 

kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada 

debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, 

serta biaya-biaya lainya sesuai dengan jangka waktu yang telah 

disepakati. 

Unsur-unsur perjanjian kredit 

1) Adanya subjek hukum 
                                                
30 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainya, 95 
31 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, (Bandung : CV. Pustaka Setia 2011) 119 
32 Etty Mulyati, Kredit Perbankan,102 
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2) Adanya objek hukum 

3) Adanya prestasi 

4) Adanya jangka waktu 

Subjek dalam perjanjian adalah kreditur dan debitur. Kreditur 

adalah orang atau badan hukum yang memberikan kredit. Debitur 

adalah orang atau badan hukum yang menerima kredit. Objek dalam 

perjanjian adalah kredit. Prestasi dalam perjanjian kredit adalah pihak 

kreditur memberikan kredit kepada debitur dan debitur berkewajiban 

untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainya. Jangka 

waktu adalah masa berlakunya perjanjian kredit yang dibuat oleh para 

pihak. 33 

Perjanjian kredit tentunya mengacu kepada kepada prinsip 

dasar suatu perjanjian, yakni harus memenuhi syarat-syarat berikut 

sebagaimana diatur dalam pasal 1320 kitab undang undang hukum 

perdata. 

1) Adanya kesepakatan 

2) Adanya kecakapan 

3) Suatu hal tertentu  

4) Suatu sebab yang halal.34 

Kesepakatan yang dimaksudkan adalah persesuaian kehendak 

antara para pihak, yaitu bertemunya penawaran dan penerimaan. 

Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik tertulis 
                                                
33  Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata (Jakarta:PT.Raja Grafindo 

Persada 2006) 82 
34   Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kredit Secara Sehat, 185  
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maupun secara tidak tertulis. Sementara kecakapan adalah kemampuan 

menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). 

Kecakapan dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, 

walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. Mengenai hal tertentu , 

sebagai syarat yang ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan 

tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Syarat yang keempat 

mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi 

perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk 

memperlawankan dengan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang 

dimaksudkan disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat 

bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban 

umum.35  

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak 

akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang 

membuatnya.36 Jika keempat syarat tersebut terpenuhi, ditinjau dari 

hukum, perjanjian kredit tersebut telah sah. 

Perjanjian kredit dapat dibuat dalam bentuk notarial atau 

dibawah tangan.37 Suatu perjanjian yang dibuat dibawah tangan (dibuat 

hanya oleh para pihak, tanpa melibatkannya pejabat umum/notaris) 

mempunyai kekuatan pembuktian yang kurang sempurna. Jika terjadi 

penyangkalan atas perjanjian tersebut maka pihak yang tidak 

                                                
35  Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW, 

(Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2008),  69 
36  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2000), 

228 
37   Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kredit Secara Sehat, 185 
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menyangkal harus membuktikan perjanjian tersebut. Demikian 

sebaliknya, jika suatu perjanjian dibuat oleh para pihak (tetapi 

melibatkan pejabat umum/notaris) mempunyai kekuatan hukum yang 

sempurna (terjamin kepastianya). Artinya jika terjadi penyangkalan 

atas perjanjian tersebut maka pihak yang menyangkal yang harus 

membuktikan penyangkalanya.38 

b. Isi Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit dibuat berdasarkan Surat Persetujuan Kredit 

(SPK) dari bank selaku  kreditur. SPK tersebut wajib disetujui oleh 

nasabah debitur, dengan demikian telah terjadi kesepakatan awal 

tentang pemberian dan penerimaan kredit. Kesepakatan awal yang 

dimaksud kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit dan disertai 

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan standar yang berlaku umum 

dalam suatu pemberian dan penerimaan kredit.  

Suatu perjanjian kredit haruslah mengatur atau memuat syarat-

syarat dan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban para pihak, 

minimal memuat sebagai berikut. 

1)  Jumlah kredit 

2)  Tujuan penggunaan kredit 

3)  Jenis kredit 

4)  Jangka waktu kredit 

5)  Bunga kredit 

                                                
38   Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank, 305 
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6)  Fee atas pemberian kredit 

7)  Denda-denda 

8)  Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penarikan kredit 

pertama (conditions precedent) 

9)  Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penarikan kredit 

berikutnya 

10)  Saat dan tatacara pembayaran kembali atas kredit 

11)  Perpajakan 

12)  Agunan kredit 

13)  Pernyataan-pernyataan dan jaminan (representations 

warranties) 

14)  Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (negative covenant) 

15)  Hal hal yang harus dilakukan (positive covenant) 

16)  Kejadian/peristiwa kelalaian (even of default) 

17)  Kelalaian (default) 

18)  Eksekusi agunan kredit 

19)  Dan lain-lain sesuai kesepakatan bank/kreditur dan 

nasabah/debitur.39 

Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kredit tergantung dari 

kompleksitas perjanjian kredit dan kebutuhan bank untuk terlindung 

dari risiko kredit.40 

 

                                                
39   Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kredit Secara Sehat, 188 
40   Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bank Komersial, 86 



31 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.41 

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah 

pendekatan deskriptif dimana peneliti akan memaparkan hasil penelitian 

secara jelas dan terperinci. Pada penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan 

tentang perwujudan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada BPR 

Ambulu Dhanaartha. 

B. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan sebuah penelitian di BPR 

Ambulu Dhanaartha. Jl. Raya Suyitman 59 Ambulu Jember. Peneliti memilih 

lokasi Sebagai salah satu BPR terbesar dalam kategori BPR di Kecamatan 

Ambulu, karna BPR Ambulu Dhanaartha selain beroperasi di wilayah 

kecamatan Ambulu juga beroperasi di seluruh wilayah kabupaten Jember baik 

dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana (Kredit). Alasan lain 

                                                
41  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011),6 
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yang mendorong penulis adalah adanya debitur wanprestasi dalam perjanjian 

kredit. 

C. Subyek Penelitian 

Dalam menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi 

peneliti menggunakan cara Purposive, yaitu teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu 

ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita 

harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan 

peneliti menjelajahi obyek/situasi Sosial yang diteliti.42 

Dalam penelitian ini subjek yang dijadikan sebagai informan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bapak Ida Bagus Made Suparta (Direksi Utama BPR Ambulu 

Dhanaarta ) 

2. Bapak Gunawan Riyanto (Direksi  BPR Ambulu Dhanaarta ) 

3. Ibu Endang Siswati (Kepatuhan Dan Manajemen Risiko BPR Ambulu 

Dhanaarta ) 

4. Bapak Arie Rahmad Sugiarto (Kabag Kredit BPR Ambulu 

Dhanaartha) 

5. Bapak Fatoni  (Account Officer BPR Ambulu Dhanaarta ) 

6. Bapak Risqy Selaku  (Account Office BPR Ambulu Dhanaarta ) 

 

 

                                                
42 Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D, 

(Bandung: Alfabeta 2016), 300 



33 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dari masalah yang 

akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi merupakan bagian yang sangat peting dalam penelitian 

kualitatif, yang bisa diartikan sebagai suatu metode atau cara-cara 

menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai 

tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok 

secara langsung. 43 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi 

pasif, dimana peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati tetapi 

tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Adapun yang akan diamati 

oleh peneliti meliputi ; 

a) Lokasi BPR Ambulu Dhanaartha. 

b) Situasi dan kondisi BPR Ambulu Dhanaartha. 

c) Aktivitas atau kegiatan Bank dalam proses pemberian kredit. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.44 Dalam hal 

ini peneliti melakukan wawancara terstruktur, kemudian satu persatu di 

                                                
43 Bahrowi & Suwardi,Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008) 94 
44  Lexy J. Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif, 186 
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perdalam dengan menggali keterangan yang lebih lanjut. Adapun 

wawancara yang dilakukan peneliti antara lain : 

a) Mengenai prosedur pemberian kredit BPR Ambulu Dhanaartha 

b) Mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit BPR 

Ambulu Dhanaartha 

c) Mengenai bentuk perjanjian kredit pada BPR Ambulu dhanaartha 

d) Kebijakan bank terhadap debitur wanprestasi pada BPR Ambulu 

Dhanaartha 

3. Dokumentasi  

Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, 

pengumuman, ihtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan 

bahan-bahan tulisan lainya. Metode pencarian data ini sangat bermanfaat 

karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana 

penelitian. Peneliti dengan mempelajari dokumen-dokumen tersebut dapat 

mengenal budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh obyek yang diteliti.45 

Peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai metode 

pelengkap karena fungsi utamanya untuk mendapatkan data sekunder. 

Adapun data yang dikumpulkan sebagai berikut: 

a. Profil PT. BPR Ambulu Dhanaartha 

b. Struktur organisasi BPR Ambulu Dhanaartha 

c. Produk-produk BPR Ambulu Dhanaartha 

                                                
45 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif,(Yogyakarta: Graha Ilmu 

2006),225 
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E. Analisis Data 

Ketika data hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam 

penelitian sudah terkumpul, maka peneliti akan melakukan analisis data 

tersebut menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Peneliti perlu mereduksi data yang telah terkumpul. Mereduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

perlu.46 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.47 

3. Penarikan Kesimpulan/ Verification 

Langkah ketiga dalam analysis data menurut Miles and Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.48 

F. Keabsahan Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang 

diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti 

                                                
46 Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,  338 
47 Ibid, 341 
48 ibid, 345 
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sehingga menghasilkan kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan 

(member check) dengan tiga sumber data tersebut.49 

Adapun langkah-langkah trianggulasi sumber yang dilakukan 

diantaranya: 

1. Membandingkan hasil wawancara dengan bagian Kabag Kredit, Account 

Officer Dan Bagian Kepatuhan Dan Manajemen Risiko tentang aplikasi 

prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit. 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan dengan 

perjanjian kredit. 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

1. Tahap Pra Lapangan 

Sebelum terjun ke lapangan, peneliti terlebih dahulu menyusun 

proposal penelitian untuk meminta izin  kepada pimpinan BPR Ambulu 

Dhanaartha yang sesuai dengan sumber data yang diperlukan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

pada saat memasuki objek penelitian, peneliti sudah mendapatkan 

izin penelitian, peneliti akan melakukan beberapa kegiatan diantaranya :  

a) Wawancara 

b) Observasi dan pengambilan data secara langsung 

c) Menelaah teori-teori yang berkaitan dengan tema atau temuan 

masalah. 

 

                                                
49 Ibid,373 
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3. Identifikasi Data 

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka peneliti akan 

melakukan identifikasi hasil temuan data dilapangan. 

4. Tahap Akhir Penelitian 

Setelah melakukan penelitian peneliti akan menganalisis data 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan kemudian peneliti akan 

menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

1. Sejarah BPR Ambulu Dhanaartha 

Sejarah berdiri pendirian BPR Ambulu Dhanaartha berawal dari 

pemikiran para Pemegang Saham dengan melihat kondisi  perekonomian 

wilayah kecamatan Ambulu pada saat itu yang kelihatan paling maju 

dibanding kecamatan-kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Jember. 

Hal ini karena masyarakatnya yang sebagian besar sebagai petani 

tembakau sehingga sudah saatnya membutuhkan jasa-jasa perbankan baik 

untuk kredit modal kerja pada saat mulai tanam dan untuk menyimpan 

dana baik berupa Tabungan atau Deposito pada saat panen raya.  

Agar ide tersebut dapat segera di realisasikan pada waktunya 

dengan menentukan gambar logo dan nama yang sesuai dengan keinginan 

para pemegang saham terciptalah sebuah Lembaga Keuangan dengan 

nama “ PT. Bank Perkreditan Rakyat Ambulu Dhanaartha” berbadan 

hukum dengan akta pendirian No. 2 pada tanggal 31 Maret 1989  yang 

dibuat oleh Notaris Bernard Lamak, SH yang berkedudukan di Jember.50 

Dan telah diperbaiki dengan Akta  tertanggal 15 Mei 1989 no 99 

yang dibuat dihadapan Notaris Benny Kristianto, SH,. yang berkedudukan 

di Jakarta sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia nomor C2-4609.HT.01.01-TH.89 tertanggal 23 Mei 1989. Ijin 
                                                
50 BPR Ambulu Dhanartha, Sejarah BPR Ambulu Dhanaartha (http://www.dhanaartha. org/about. 

html.  13 Maret 2018) 
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Usaha oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KEP-

077/KM.13/1989, Tanggal 14 Juli 1989 dengan modal awal pada saat itu 

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mengalami beberapa 

perubahan hingga saat ini sudah menjadi Rp. 6.000.000.000,- (Enam 

milyar rupiah) berikut perubahan-perubahan yang telah terjadi yaitu :  

1) Akta Notaris Bernard Lamak, SH., Akta No. 09 tanggal 11 Juli 2008 

tentang Penyesuaian Anggaran Dasar dengan UU PT No. 40 Tahun 

2007. 

2) Akta Notaris Bernard Lamak, SH., Akta No. 01 tanggal 06 Januari 

2011 tentang Perubahan Keepemilikan Pemegang Saham. 

3) Akta Notaris Eko Prasetyo Lamak,SH., M., Kn. Akta No. 416 tanggal 

29 Juli 2013 tentang Perubahan Modal Dasar dan Modal Disetor . 

4) Akta Notaris Eko Prasetyo Lamak,SH.,M., Kn. Akta No. 451 tanggal 

15  Januari 2014 tentang Perubahan Pengurus Dewan Direksi. 

5) Akta Notaris Eko Prasetyo Lamak, SH.,M., Kn. Akta No. 02 tanggal 

02 September 2014 tentang Perubahan Pengurus Dewan Komisaris . 

6) Akta Notaris Eko Prasetyo Lamak, SH.,M., Kn. Akta No.16 tanggal 

22 Juni 2015 tentang Perubahan Modal Penambahan Modal Disetor. 

Tanggal mulai operasional perdana yaitu pada tanggal, 25 

November 1989 dan berkedudukan Kantor Pusat di Jl. Raya Suyitman 
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No.59 Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur 

dengan bidang usaha sesuai anggaran dasar.51 

2. Visi dan Misi BPR Ambulu Dhanaartha 

a. Visi 

Menjadi Bank Terdepan, Tangguh Dan Profesional Berguna Bagi 

Masyarakat 

b. Misi 

1) Berperan dalam pengembangan pembangunan ekonomi 

masyarakat. 

2) Meningkatkan dan mengoptimalkan pertumbuhan perusahaan 

(Corporate Growth). 

3) Meningkatkan pengelolaan BPR  berdasarkan Tata Kelola BPR 

yang berbasis Manajemen Risiko sesuai POJK No. 

13/POJK.03/205 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR), dan untuk menuju BPR yang  

pengeloaannya  yang sesuai dengan prinsip Good Corporate 

Gouvernance (GCG). 

4) Meningkatkan jumlah dana pihak ke 3 (tabungan dan deposito) 

baik kualitas maupun kuantitasnya, meningkatkan penyaluran 

kredit dan meningkatkan kualitas aktiva produktif. 

5) Meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dan berkualitas. 

                                                
51 BPR Ambulu Dhanartha,Sejarah BPR Ambulu Dhanaartha,(http://www.dhanaartha.org/about. 

html. 13 Maret 2018) 
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6) Memelihara dan meningkatkan mutu budaya kerja karyawan, 

sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR.52 

3. Struktur Organisasi BPR Ambulu Dhanaartha 

Gambar 4.1 

Struktur organisasi BPR Ambulu Dhanaartha 

 

Sumber : Dokumen Struktur Organisasi BPR Ambulu Dhanaartha 

 

                                                
52  BPR Ambulu Dhanartha, Visi Dan Misi BPR Ambulu Dhanaartha”, http://www.dhanaartha.org 

/about.html.  (13 Maret 2018) 
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